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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1  Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-ktp) Di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dimensi Tangible (Bukti Fisik) yang mempunyai sub dimensi penampilan, 

kenyamanan, kemudahan, kedisplinan, dan pengguna alat bantu dalam proses 

pelayanan. Namun dalam melakukan pelayanan tedapat beberapa sub dimensi 

yang belum sepenuhnya dijalankan yaitu seperti kenyaman tempat dalam 

melakukan pelayanan contohnya masih kurangnya penyediaan kursi di bagian 

ruang antrian sehingga banyak masyarakat yang berdiri saat mengantri, ruangan 

percetakan yang sempit karena terdapat empat jenis percetakan yang berada 

didalam satu ruangan sehingga terasa sempit, yang berikut kedisiplinan pegawai 

yang belum teratur soal waktu, masih terdapat pegawai yang telambat masuk 

kantor sehingga pelayanan kadang terlambat tidak sesuai dengan yang 

ditentukan. 

2. Dimensi Reliability (Kehandalan) yang mempengaruhi sub dimensi 

kecermatan, standar pelayanan yang jelas, kemampuan, dan keahlian sudah 

diterapkan, dimensi ini sesuai dengan harapan masyarakat terbukti karena tidak 

ada keluhan dari pengguna layanan/jasa terkait sub dimensi dalam dimensi 

Reliability. 
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3. Dimensi Responsiveness (Ketanggapan) yang mempunyai sub dimensi 

merespon, cepat dan tepat, tepat waktu, dan merepon keluhan pengguna 

layanan/jasa. Namun tedapat sub dimensi yang yang belom berjalan sesuai 

harapan pengguna layanan/jasa yaitu masih tedapat beberapa pegawai yang 

dinilai tidak ramah dalam pelayanan karena kurang memberikan senyum 

kepada pengguna layanan/jasa, pelayanan belum sepenuhnya cepat dan tepat 

karena masih terdapat banyak pengguna layanan/jasa yang antrian untuk 

mendapatkan pelayanan, ketepatan waktu dalam pelayanan yang belum 

sepenuhnya terjamin karena masih banyak janji, diberikan kepada pengguna 

layanan/jasa tidak ditepati. 

4. Dimensi Assurance (Jaminan) yang mempunyai sub dimensi jaminan tepat 

waktu dan jaminan kepastian biaya belum diterapkan sesuai dengan harapan 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang belum maksimal 

memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan dalam hal ini banyak janji 

yang tidak ditepati. 

5. Dimensi Emphaty (Empati) yang mempunyai sub dimensi mendahulukan 

kepentingan pengguna layanan/jasa, sopan santun, dan tidak diskriminatif. Hal 

ini terbukti karena tidak ada keluhan dari pengguna layanan/jasa mengenai sub 

dimensi ini dalam dimensi Emphaty.  

5.2 Saran 

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya kepada petugas 

pemberi pelayanan diharapkan untuk lebih memperhatikan soal kenyamanan 

tempat pelayanan seperti menambahkan kursi diruang tunggu bagian luar agar 

pengguna layanan/jasa mendapatkan tempat duduk pada saat mengantri agar 

merasa nyaman. 

2. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya bagi petugas yang 

memberikan pelayanan diharapkan untuk tetap meningkatkan kecermatan dan 

keahlian pegawai dalam melayani, agar tetap memuaskan bagi pengguna 

layanan/jasa. 

3. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya bagi petugas yang 

memberikan pelayanan diharapkan untuk memperhatikan keluhan pengguna 

layanan/jasa mengenai pelayanan yang cepat dan tepat agar tidak terjadi antrian 

pada saat melakukan pelayanan dan juga perlu memperhatikan soal ketepatan 

waktu agar pengguna layanan/jasa tidak merasa kecewa dengan pelayanan yang 

diberikan. 

4. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya bagi petugas  

diharapkan untuk tetap meningkatkan pelayanan dengan mendahulukan 

kepentingan pengguna layanan/jasa agar dapat tercapai pelayanan yang 

berkualitas. 

5. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dari petugas 

untuk lebih rutinitas lagi dalam melakukan pelayanan di Desa-Desa agar tidak 

menyusahkan pengguna layanan/jasa yang berdomisili jauh dari Kantor 

Disdukcapil. 
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